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ABSTRAK 
 
ARISETYAWAN, RIAN.2019.Tingkat kepatuhan Aparatur Desa Tentang Tata  
kerja Pemerintahan Desa Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Desa 
Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2019. 
Skripsi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti  Tegal.  
Pembimbing I: Drs.Subiyanto, M.Pd.  
Pembimbing II: Wahyu Jati Kusuma, S.H., M.H. 
 
Kata Kunci: Kepatuhan, Aparatdesa, PelayananPublik 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: Tingkat kepatuhan aparatur desa 
pedurungan dengan peraturan tata kerja pemerintahan desa, mengetahui tingkat 
pelayanan publik di desa Pedurungan sesuai dengan peraturan standar minimal 
desa dan mendapatkan hasil analisa hubungan tingkat kepatuhan aparatur desa 
terhadap kinerja pelayanan publik di desa pedurungan. 
Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa Pedurungan 
sebanyak 15 orang dan Masyarakat Desa Pedurungan 1241 orang. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposif sampling. sampel diambil sebanyak 10% 
dari jumlah popoulasi masarakat dan seluruhnya untuk Aparatur desa. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) jawaban responden variabel X di ambil 
dari 60 nilai rata-rata ,nilai minimal berada pada 45 dan nilai max atau 
tertingginya 72  dan nilai yang sering muncul dari perhitungan yaitu 64  hal ini 
sudah menunjukan bahwa tingkat kepatuhan aparat desa cukup baik, 2) jawaban 
responden variabel Y diambil dari 57 nilai rata-rata, nilai minimal berada pada 
45 dan nilai max atau tertingginya 72  sedangkan nilai yang sering muncul pada 
perhitungan yaitu 58 sehingga dapat dikatakan bahwa  kinerja pelayanan 
publiknya cukup baik, 3) Berdasarkan perhitungan hasil analisis menggunakan 
SPSS menunjukan bahwa nilai Sig.< 0,05 artinya hipotesis nolnya (Ho) ditolak. 
dengan kata lain, ada hubungan antara tingkat kepatuhan aparat desa (X) 
Terhadap kinerja pelayanan publik (Y). 
 Adapun saran yang diajukan untuk Aparat Desa agar lebih meningkatkan 
kedisiplinan jam kerja, pada pelayanan publik perlu peningkatan keterbukaan 
informasi prosedur pelayanan, serta perlu adanya penyediaan kotak suara. 
Kepada Kepala Desa agar lebih intens dalam pengawasan kinerja aparat 
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The research purposes are: the level of compliance of village officials in 
pedurungan village to the village administration program of work regulation, to 
know the level of compliance in pedurungan village according to minimum 
standard of regulation in the village and to get the analysis findings of level of  
compliance towards public service performance in pedurungan village. 
The population of this research are Village Officials of Pedurunganin 
total 15 participants and Pedurungan society in total 1241 participants. The 
sample was taken using purposive sampling technique. The sample was taken 
10% from the total of society population and the overall for the village officials. 
The research resut showed : 1) the respondents’ answer on Variable 
Xtaken from average score of 60, the minimum score is 45, maximum score is 
72 and the most appear score is 64. This shows that the level of compliance of 
village officials is fair 2) The respondents’ answer on variable Y taken from 
average score of 57, the minimum score is 45, maximum score is 72 and the 
most appear score is 54. This shows that the public service performance of 
village officials is fair3) Based on the analysis tabulation using SPSS shows that 
sig .< 0,05 value, it means that the null hypothesis (Ho) is refused. On the other 
hand, there is a relation between level of compliance (X) Towards public service 
performance (Y).  
 The suggestions for the village officials are to be able to enhance 
working hour discipline, while for the public service performance is the 
enhancement of transparency of public  information procedure, and  provide 
ballot box. The Urban Village Head is to be intensly in supervision to  the village 
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BAB  l 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Salah satu masalah yang mendasar yang di hadapi oleh 
pemerintah Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi ialah turunya 
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan sistem 
pemerintahan pada umumnya. kesulitan untuk menuntut 
pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas layanan publik 
terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu tidak tunggal. untuk itu 
proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi 
publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan 
kualitas pelayanan publik. (Wahyudi, 2005:3)  
Penyelenggara layanan publik tidak hanya menjadi tugas dan 
tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi  maupun daerah saja namum 
juga sampai pada tataran pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 4 huruf yang berbunyi 
meningkatkan Pelayanan Publik bagi warga masyarakat guna 
mempercepat kesejahteraan umum. Maka pemerintahan desa diwajibkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut untuk 
memberikan pelayanan.kepada masyarakat.  
Lebih jauh pelayanan publik pemerintahan desa juga di atur dalam 
permendagri No. 2 Tahun 2017 tentang standard pelayanan minimal desa 
yang dimaksudkan agar mempermudah desa dalam memberikan 




tercantum standard, prosedur dan kriteria pealayanan, selain itu 
kepatuhan apatatur desa  juga sangat penting guna tercapainya  tata 
kelola pemerintahan yang baik sehingga kinerja pelayanan publik bisa 
terlihat baik atau tidak, sesuai dengan peraturan pemerintah Permendagri 
Nomor 84 Tahun 2015 juga di sebutkan tentang tata kerja pemerintah 
desa.  
Sesuai dengan pengalaman penulis bahwa aparatur di desa 
pedurungan lebih mengepentingkan urusan pribadi dahulu, padahal hal 
tersebut dapat menghambat proses berikutnya sehingga dapat 
menimbulkan keterlambatan waktu, selain itu transparansi di desa juga 
masih kurang terkait adanya pungutan biaya setelah pelayanan di 
berikan,selain itu masih seringnya ditemui aparat desa yang pulang 
ketika sedang jam kerja sehingga ketika ada masyarakat yang ingin 




Rasyid (1996), dalam bukunya Ndraha (2005:58) mengatakan ada 
tiga fungsi hakiki pemerintahan yaitu, pelayanan (sevice), pemberdayaan 
(empowerment), dan pembangunan (development). Sementara Ndraha 
(2000) dalam Sumaryadi (2010:162) menjelaskan bahwa pemerintah 
memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan 
fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi 
pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan 





sekunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah 
akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena 
masih lemah dan tak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan 
sarana dan prasarana.  
Ndraha (2000) menjelaskan fungsi primer secara terus menerus 
berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah, 
artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat fungsi 
primer pemerintah. Sebaliknya, fungsi sekunder berhubungan negative 
dengan tingkat keberdayaan yang diperintah, artinya semakin berdaya 
masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.  
Sumaryadi (2010:163) menjelaskan bahwa tugas pemerintah yang 
utama adalah menyelenggarakan pelayanan kepada rakyat, selama 
masyarakat belum menyelenggarakan urusan atau kebutuhannya secara 
manusiawi, maka pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakannya 
sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu bentuk 
pelayanan.  
Dari fungsi-fungsi pemerintahan yang sudah dikemukakan diatas 
dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik menjadi salah satu fungsi 
yang sangat penting karena pada hakekatnya pemerintah dibentuk 
sebagai pelayan rakyat maka pelayanan publik merupakan perwujudan 
dari fungsi Aparatur Negara sebagai abdi masyarakat. Selain itu, 
pelayanan publik juga  merupakan tolak ukur kinerja pemerintah yang 
secara kasat mata bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat 
dapat langsung memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik 





kinerja pemerintahan juga dapat menggambarkan baik atau tidaknya 
suatu pemerintahan dijalankan.  
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 
Pelayanan Publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh 
penyedia layanan publik. Penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan 
ketentuan undang-undang adalah institusi Negara, korporasi, lembaga 
independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan badan 
hukum yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan layanan publik. 
Dalam penyelenggaraannya, kinerja pelayanan publik memiliki beberapa 
Indikator seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri PAN RI No. 
58/2002 (1).  
Keterbukaan , indikator ini selanjutnya dibagi menjadi dalam 3 
sub indikator, yaitu: keterbukaan prosedur pelayanan, keterbukaan 
persyaratan pelayanan dan keterbukaan biaya Pelayanan (2). 
Kemudahan, Indikator kemudahan ini terdapat Dalam dua kepmen PAN, 
Yaitu kepmen PAN No.63/2003 dan kepmen PAN RI No.25/2004, yang 
berkaitan dengan kemudahan alur pelayanan. Kemudahan memperoleh 
pelayanan dan kemudahan mengakses tempat pelayanan. (3). Kepastian, 
Indikator kepastian ini terdapat dalam ketiga kepmen PAN dan servqual 
tersebut melahirkan 4 sub indikator, yaitu kepastian biaya layanan, 
Kepastian waktu pelayanan, Ketepatan waktu penyelesaian sesuai 





pelayanan (4). Keadilan indikator keadilan ini terdapat dalam kepmen 
PAN No 25. selain itu terdapat dalam servqual  for citizen (NPS). 
Variabel ini hanya berkaitan dengan satu hal yaitu adilatau perlakuan 
yang sama ketika menerima pelayanan. (5). Profesionalisme petugas 
terdapat dalam tiga kepmen PAN, Yitu Kepmen PAN No. 58/2002, 
kepmen PAN No.63/2003 dan kepmen PAN No. 25/2004. 
Selain itu juga terdapat  servqual zeithml, dkk dan servqual for 
citizen (NPS)  melahirkan 6 sub indikator yaitu Kedisiplinan petugas , 
tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, 
kesopanan dan keramahan serta kejujuran petugas (tidak pungli). (6). 
Sarana dan Fasilitas, terdapat  tiga kepmen PAN yaitu kepmen PAN No. 
58/2002,Kepmen PAN No. 63/2003 dan kepmen PAN No. 25/2004, 
yaitu ketersediaan sarana dan fasilitas, kenyamanan yang di rasakan dan 
ketersediaan sarana dan fasilitas, kenyamanan yang di rasakan dan 
ketersediaan fasilitas penunjang, (7). Keamanan , terdapat dalam dua 
kepmen PAN , yaitu kepmen PAN No. 63/2003 dan Kepmen PAN 
No.25/2004 melahirkan dua sub indikator, yaitu keamanan lingkungan 
dan sarana serta perasaan aman dalam pelayanan. 
 Kewenangan Pemerintah desa dalam hal pelayanan secara lebih 
rinci juga diatur dalam peraturan mentri desa. pembangunan daerah 
tertinggal dan transmigrasi (PDTT) No. 1 Tahun 2015 tentang pedoman 
kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala 
desa. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa kewenangan desa dalam 
bidang pelayanan diantaranya; pengembangan pos kesehatan desa dan 





pembinaan posyandu, pembinaan dan pengelolaan Pendidikian Anak 
Usia Dini (PAUD) , Selain itu desa juga melayani administrasi 
kependudukan seperti pengantar Akta Kelahiran, KTP, KK, Akta 
kematian , pembuatan Akta jual beli tanah. 
Berdasarkan latar belakang tersebut Maka penulis tertarik untuk 
melakukan sebuah penelitian dengan judul “ Tingkat Kepatuhan 
Aparatur Desa Tentang Tata kerja Pemerintah desa terhadap kinerja 
layanan publik Di Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, dapat di 
temukan Identifikasi masalah sebagai berikut: 
 
1. Pembuatan Administrasi yang memakan waktu lama  
2.  Kepastian dalam pelayanan di Desa Pedurungan  masih belum tercapai 
3. Petugas yang  sering pulang di sela-sela jam kerja 




C. Rumusan Masalah 
Berdasakan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana tingkat kepatuhan Aparatur Desa pedurungan terhadap 





2. Bagaimana  kesesuaian pelayanan Publiknya  dengan standar 
pelayanan minimal Desa?  
3. Bagaimana hubungan tingkat kepatuhan Aparatur Desa dengan 
tingkat pelayanan publik di desa Pedurungan? 
D. Pembatasan Masalah 
Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk menghindari 
meluasnya penafsiran maka penelitian ini hanya meliputi  
1. Obyek penelitian ini meliputi Aparatur Desa Pedurungan dan 
masyarakat Desa Pedurungan  
2. Peneliti hanya melakukan penelitian dilingkungan warga  
Pedurungan dan pelayanan Publik di bidang administratif yang 
meliputi Surat Pengantar pembuatan Ktp, Akta Kelahiran, Dan 
Kartu Keluarga. 
3. Standar Pelayanan minimal desa mengacu pada Permendagri No 2 
Tahun 2017 dan Tata Kerja Pemerintah desa No 84 Tahun 2015 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini yaitu : 
1.  Mengukur tingkat kepatuhan Aparatur Desa  Pedurungan dengan 
peraturan tata kerja pemerintah Desa. 
2. Mengukur tingkat Pelayanan Publik  sesuai dengan peraturan mentri 
pendayagunaan aparatur Negara  
3. Menganalisa  hubungan tingkat kepatuhan  Aparatur desa terhadap kinerja 






F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua 
pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yang akan dijabarkan sebagai 
berikut. 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini secara teoritis dapat menambah referensi yang 
berkaitan dengan pelayanan publik sehingga bisa menjadi rujukan 
untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelayanan publik 
yang di selenggarakan untuk pemerintahan desa. 
 
2. Manfaat Praktis 
Adapun manfaat praktis dari penelitian ini dapat 
memberikan manfaat antara lain sebagai berikut. 
a. Bagi Pemerintah Desa 
Penelitian dapat memberikan masukan kepada pemerintah 
desa untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang baik 
terutama dalam bidang layanan publik. 
b. Bagi masyarakat  
Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak-
haknya untuk mendapatkan pelayanan yang baik sesuai 
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LANDASAN TEORI 
A. Landasan Teori 
1. Definisi Kepatuhan Aparatur desa 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pranoto), Patuh adalah suka menurut 
perintah ,sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. 
kepatuhan didefinisikan sebagai kesetiaan,ketaatan, atau loyalitas kepatuhan 
yang di miliki oleh aparat adalah meliputi kepatuhan dalam pelaksanaan setiap 
aturan ataupun perintah yang dari atasan bisa berarti perintah yang datang dari 
perintah yang lebih tinggi bisa dari kantor kecamatan bisa juga atasan yaitu 
kepala desa. Suatu kedisiplinan yang menyangkut ketepatan waktu dalam suatu 
pekerjaan bisa juga yang termasuk di antaranya adalah dalam hal menjalankan 
tugas-tugas di dalam melayani masyarakat, serta bisa juga tugas yang lain 
misalnya dari atasan, kedisiplinan juga sering kali di kaitkan dengan kedatangan 
dan kepulangan aparat dari kantor desa. 
Pendapat ini terlihat dalam ulasan yang di berikan oleh (Hasibuan (2001) 
yang mengartikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 
melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya di sadarka atas kecakapan, 
pengalaman, keunggulan serta waktu. sedangkan mentalitas adalah sikap jiwa 
dan tingkah laku seseorang yang selalu serasi dengan nilai yang berlaku dan 
mengandung kebaikan. 
Sedangkan sikap mental yang berhubungan dengan keputusan terhadap 
norma-norma yang mengandung nilai-nilai kebenaran antaralain adalah 





menangkap “disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam dalam perbuatan 
dan tingkahlaku seseorang atau masyarakat berupa keptuhan atau ketaatan 
terhadap peraturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah ataupun norma kaidah 
yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. 
Waktu merupakan kedisiplinan yang sangat berpengaruh terhadap suatu 
kinerja serta perbuatan. kesemuanya saling mempengaruhi antara yang satu 
dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan lagi. Dengan adanya kesadaran yang 
sangat tinggi tentang kedisiplinan maka seseorang dapat dikatakan mampu 
membantu dalam hal tercapainya sesuatu yang menjadi tujuan organisasi serta 
optimal. Disiplin yang paling sangat berpengaruh adalah disiplin waktu serta 
disiplin pekerjaan dan perbuatan maka keduanya harus bisa sejala dan selurus 
apabila ingin dicapai hasil yang baik serta sangat berpengaruh terhadap hasil 
yang akan dicapai. 
Semangat kerja yang berkaitan dengan tingkat kepuasan seorang aparat 
dalam  setiap melaksanakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, dengan 
demikian semangat kerja tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja 
seorang Aparat. 
 Menurut yuwono (1983:85) yang dimaksud semangat kerja adalah 
terjadinya sikap kejiwaan dan perasaan yang berupa kesediaan untuk 
melakukan usaha-usaha dan tujuan tertentu. Semangat kerja merupakan suatu 
hal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan setiap aparat, disebut 
demikian karena semangat kerja sangat berkaita dengan tingkah kepuasan 
dan kesenangan terhadap setiap pelaksanaan pekerjaanya, dengan adanya 





pengaruh terhadap tingkat kepuasan dan kesenangan aparat terhadap 
tanggung jawab pekerjaan yang diembanya. 
 
2. Desa  
a. Definisi Desa  
Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan Desa 
adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan , kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Republik. 
b. Unsur- Unsur desa  
Berdasarkan definisi , Desa Meliputi 3 unsur yaitu Unsur daerah atau 
Wilayah yang meliputi lokasi atau letak, batas-batas wilayah,luas, 
keadaan, lahan jenis tanah, serta pola pemanfaatanya 
1. Unsur penduduk meliputi jumlah, tingkat kelahiran, tingkat 
kematian,pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian 
penduduk 
2. Unsur Tata Kehidupan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan 
pergaulan,adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku di daerah 
tersebut. 
 
3. Tata Kerja Pemerintahan 





Tata Kerja Pemerintahan adalah segala sesuatu yang menyangkut 
maslah kewenangan seseorang pekjabat/aparat pemerintah pusat maupun 
daerah dalam melaksanakan tugas kewajibanya (Ndraha (1996:65) 
b. Unsur-unsur Tata kerja Pemerintahan 
Unsur Tata kerja pemerintahan  desa adalah seluruh perangkat desa, 
perangkat desa terdiri dari Kepala Desa,  sekertaris desa, kepala dusun, 
Kepala Urusan (Kaur), Rukun tetangga dan rukun warga. 
 
c. Aparatur Desa 
Kurniawan (2009:36) Mengemukakan bahwa dalam organisasi 
pemerintahan, sumberdaya mansusia sering disebut sebagai aparatur, 
yaitu pegawai yang melaksanaka tugas-tugas kelembagaan. 
Peraturan Mentri dalam Negeri republik Indonesia Nomor 84 
Tahun 2015 Tentang Susunan organisasi dan Tata kerja pemerintah 
desa. 
a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang 
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 
 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah 





perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan 
dan pengelolaan wilayah. 
 
2. melaksanakan pembangunan 
 seperti pembangunan : 
sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang 
pendidikan, kesehatan. 
1. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
2. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan 
hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang 
taruna. 




a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan 
Sekretariat Desa. 
 Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa 
dalam bidang administrasi pemerintahan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai 
fungsi: 
a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip, dan  
ekspedisi 
b) Melaksanakan urusan umum seperti 
penataanadministrasi perangkat desa, penyediaan 
prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, 





c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 
administrasi keuangan, administrasi sumbersumber 
pendapatan dan pengeluaran, verifikasiadministrasi 
keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, 
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa 
lainnya. 
d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun 
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 




(1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat. 
(2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa 
dalam urusan pelayanan administrasi pendukung 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai 
fungsi: 
a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi 
seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata 
naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, 
dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan 
prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan 
rapat,pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan 
dinas, dan pelayanan umum. 
b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi  
Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 
keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, 






c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi  
mengoordinasikan urusan perencanaan seperti 
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 



















4. Kinerja Pelayanan Publik 
a. Definisi Kinerja  
Pengertian Kinerja secara sederhana adalah prestasi kerja atau 
hasil pelaksanaan kerja. istilah kinerja berasal dari kata performance, 
Sedangkan pengukuran kerja disebut dengan “performance 
measurement”. kinerja (performance) adalah catatan hasil (outcomes) 
yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu. 





b. Indikator kinerja pelayanan publik 
1. Keterbukaan  
Indikator keterbukaan hanya terdapat dalam Kepmen PAN RI 
No. 58/2002. indikator ini selanjutnya di bagi 3 sub indiator yaitu 
Keterbukaan prosedur pelayanan, keterbukaan persyaratan pelayanan, 
dan keterbukaan biaya pelayanan. 
2. Kemudahan 
Indikator Kepastian ini terdapat dalam dua Kepmen PAN, 
yaitu Kepmen PAN No.63/2003 dan Kepmen PAN RI No. 
25/2004, yang berkaitan dengan kemudahan alur pelayanan, 
kemudahan mempeoleh pelayanan dan kemudahan mengakses 
tempat pelayanan. 
 
3. Kepastian  
Indikator ini terdapat dalam ketiga Kepmen PAN RI dan 
juga servqual serta servqual for citizen. hasil gabungan dari tiga 
Kepmen PAN dan servqual tersebut melahirkan 4 sub indicator, 
yaitu kepastian biaya pelayanan, kepastian waktu pelayanan, 
ketepatan waktu penyelesaian sesuai standar dan kepastian 
(kejelasan) satuan/petugas yang memberikan pelayanan. 
4. Keadilan 
Indikator keadilan ini terdapat dalam Kepmen PAN No. 
25/2004. selain itu juga terdapat dalam servqual for citizen (NPS). 
Variabel inihanya berkaitan dengan satuhal yaitu adil atau 





5. Profesionalisme Petugas 
Indikator ini terdapat dalam tiga kepmen PAN  yaitu 
Kepmen PAN No. 58/2002, Kepmen PAN No. 63/2003 dan 
Kepmen PAN No. 25/2004. selain itu juga terdapat dalam 
servqual Zeithml, dkk dan servqual for citizen (NPS). Hasil 
gabungan  dari servqual dan Kepmen PAN dimensi ini melahirkan 
6 sub indikator, yaitu kedisiplinan petugas, tanggung jawab 
petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, kesopanan 
dan keramahan petugas serta kejujuran petugas (tidak pungli). 
 
6. Sarana dan fasilitas 
Indikator ini terdapat tiga Kepmen PAN , yaitu Kepmen 
PAN No. 58/2002, Kepmen PAN  No. 63/2003 dan Kepmen PAN 
No. 25/2004. selain itu juga terdapat dalam servqual dari zeithaml, 
dkk. hasil gabungan dari servqual dan Kepmen PAN melahirkan 3 
sub indikator, yaitu ketersediaan sarana dan fasilitas, kenyamanan 
yang dirasakan dan ketersediaan fasilitas penunjang.  
7. Keamanan 
Indikator ini terdapat dalam dua Kepmen PAN, yaitu  
Kepmen PAN No. 63/2003 dan Kepmen PAN No. 25/2004, 
selainitu juga terdapat dalam servqual for citizen (NPS). 
hasilgabungan melahirkan 2 sub indikator yaitu,  keamanan 






Indikator ini tidak terdapat baik dalam servqual maupun 
Kepmen PAN. indikator ini hanya terdapat dalam ukuran 
pelayanan publik di Amerika Serikat saat persiden Clinton 
berkuasa. indikator ini di kembangka dalam 2 sub indikator, yaitu 
ketersediaan kompensasi dan kepuasa yang dirasakan. 
9. Sistem penanganan keluhan 
Indikator ini tidak terdapat dalam servqual. indikator ini 
terdapat dalam ukuran pelayanan publik di Amerika serikat saat 
Persiden Clinton berkuasa dan juga terdapat dala Kepmen PAN 
No. 63/2003. indikator ini selanjutnya dikembangkan dalam 2 sub 
indikator, yaitu ketersediaan sistem penanganan keluhan dan 
kepuasan yang dirasakan. 
 
5. Pelayanan Publik 
a. Definisi pelayanan  
Terdapat beberapa pengertian Pelayanan dan Pelayanan publik yang 
dikutip oleh beberapa ahli, sebagai berikut: 
Menurut moenir (2016:27) Pelayanan adalah serangkaian kegiatan 
yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan melalui meliputi: 
seluruh kehidupan bermasyarakat. 
Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, 
Pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 





barang,jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh 
penyedia layanan publik. 
b. Jenis-Jenis pelayanan publik 
Pengelompokan jenis Pelayanan Publik berdasarkan keputusan 
mentri pendayagunaan Aparatur  Negara ( MenPAN)Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 dibedakan menjadi: 
1.  Pelayanan Administratif  
Yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 
berupa kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan dokumentasi 
dan tata usaha lainya secara keseluruhan menghasilkan produk 
akhir berupa dokumen. misalnya sertifikat, ijin-ijin rekomendasi 
keterangan tertulis dan lain-lainya. conroh jenis pelayanan ini 
adalah : pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan 
Administrasi kependudukan (KTP, NTCR, Akta 
kelahiran/kematian). 
2. Pelayanan Barang  
Yaitu jenis pelayanan yang di berikan oleh unit pelayanan 
berupa kegiatan penyediaan dan atau pengelolaan bahan 
berwujud fisik termasuk distribusi dan penyiapanya kepada 
instrument langsung  (sebagai unit / individu ) dalam satu 
sistem. secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan 
produk akhir berwujud benda ( berwujud fisik) atau yang 
dianggap benda yang memiliki nilai tambah secara langsung 
bagi penerimanya. contoh jenis pelayanan ini adalah : 





3. Pelayanan Jasa  
Yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 
berupa penyediaan sarana dan prasarana atau penunjangnya. 
pengoprasianya berdasarkan suatu sistem pengoprasian 
tertentu dan pasti, produk akhirnya berupa jasa yang 
mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan 
habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. 
4. Pelayanan Regulatif 
Yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan 
peraturan perundang-undangan , maupun kebijakan publik 





b. Kerangka Berpikir 
Didalam pelayanan publik terdapat peraturan Mentri pendayagunaan 
aparatur Negara yang meliputi (1) kesederhanaan pelayanan (2) kejelasan dan 
kepastian pelayanan (3) keamanan dalam pelayanan (4) keterbukaan dalam 
pelayanan (5) efisiensi dalam pelayanan (6)ekonomis dalam pelayanan (7) 
keadilan yang merata dalam pelayanan (8) ketepatan waktu dalam pelayanan 
yang merupakan indikator kepuasan masyarakat yang harus dilaksanakan agar 
pelayanan publik bisa terlaksana dengan baik siapa lagi kalau bukan aparatur 
desa sebagai unsur penting berjalanya pelayanan yang baik, Selanjutnya didalam 





dan tata cara kerja aparatur desa, kedua peraturan tersebut tersebut bisa 
digunakan sebagai dasar untuk bisa mengukur baik tidaknya tingkat kepatuhan 
aparatur desa. untuk lebih jelasnya disini penulis merumuskan dalam Rumusan 







































































Margono (2008:80) menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan 
hipo (hypo) dan tesis (thesis). Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti 
pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya 
masih sementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah 
yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau 
diturunkan (deduced) dari teori yang telah ada. 
Menurut Suryabrata (2009: 49), pengertian hipotesis dapat ditinjau dari 
beberapa hal, yaitu : Secara teknis, hipotesis merupakan pernyataan mengenai 
keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh 
dari sampel penelitian. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan 
mengenai keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sample. Ditinjau 
dalam hubungannya dengan variabel, hipotesis merupakan pernyataan tentang 
keterkaitan antara variabel-variabel (hubugan atau perbedaan antara dua variabel 
atau lebih). Ditinjau dalam hubungannya dengan teori ilmiah, hipotesis 
merupakan deduksi dari teori ilmiah (pada penelitian kuantitatif) 
 Selain itu, Sugiyono (2013:96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan 
jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 
masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hal tersebut juga 





dugaan (conjectural) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis 
selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan (declarative) dan menghubungkan 
secara umum maupun khusus-variabel yang satu dengan variabel yang lain. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang 
dinyatakan berdasarkan pemikiran peneliti atau diturunkan dari teori yang telah 
ada. 
Lebih lanjut Suharsimi (2010:113) menyatakan ada dua jenis hipotesis 
yang digunakan dalam penelitian: 
1. Hipotesis kerja, atau disebut dengan hipotesis alternatif, disingkat Ha. 
Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan variabel X dan Y, atau adanya 
perbedaan antara dua kelompok. 
2. Hipotesis nol (null hypothesis) disingkat Ho, sering juga disebut hipotesis 
statistik, karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu 
diuji dengan perhitungan statistik. Hipotesis nol menyatakan tidak ada 
perbedaan antara dua variabel atau tidak ada pengaruh variabel X terhadap 
variabel Y. 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis mengkaji 
hipotesis sebagai berikut: 
1. Ha: ada hubungan kepatuhan aparat desa terhadap kinerja layanan publik 









A. Pendekatan, Jenis, dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan 
Metode Kuantitatif dinamakan metode tradisonal , karena metode ini 
sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode 
untuk penelitian. metode ini disebut juga metode positivistic karena 
berdasarkan landasan pada filsafat positivism. metode ini sebagai metode 
ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu 
konkrit/empiris,obyektif,terukur,rasional, dan sistematis. metode ini disebut 
juga dengan metode  discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan 
dan dikembangkan berbagai iptek baru.Metode ini disebut juga metode 
kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik, 
sugiyono (2018:7) jadi disini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 
karena sesuai dengan penelitian yaitu mengukur tingkat kepatuhan aparat 
desa terhadap kinerja layanan publik. 
 
2. Jenis penelitian 
Menurut Danandjaja, (2007:280) “Penelitian deskriptif merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu 
masalah aktual tanpa menarik kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak 
melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Pada umumnya, 







Menurut Ridho Hidayat, (2008: 142) “Penelitian Deskriptif selalu 
dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian, akan tetapi tidak semua ahli 
metodologi penelitian menanyakan demikian. Sedangkan Menurut 
Surakhmad, “penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada 
pada masa sekarang”. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif 
kuantitatif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 
menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering 
disebut non eksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak 
melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dengan metode 
deskriptif kuantitatif, penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan 
antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan 
mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (Sukardi, 2008:24). 
 
 
3. Desain penelitian 
Desain penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Sukardi, 2004:183). Sedangkan 
menurut Punaji (2010:148) rancangan atau desain penelitian adalah rencana 
penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh 
jawaban atas permasalah-permasalahan penelitian. 
 dari hasil hipoteses maka desain penelitianya yang di tetapkan adalah:                            
Gambar1.2 





























B. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang akan menjadi obyek 
pengamatan penelitian dan sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa  yang 
akan diteliti. Menurut Sutrisno Hadi, (2008:38) variabel penelitian adalah 
“variasi dari objek penelitian, seperti ukuran tinggi manusia yang divariasikan 
menjadi tingkatan umur, kelamin bahkan lokasi tinggal manusia tersebut”. 
Menurut Waluya, (2007:124) Variabel penelitian adalah “konsep yang tidak 
pernah ketinggalan dalam setiap eksperimen/penelitian (research). Variabel 
diartikan sebagai gejala yang memiliki variasi”. 
Sedangkan menurut  Sugiyono (2015:61) menyatakan bahwa menurut 
hubungan satu variabel dengan variabel yang lain maka macam-macam variabel 
penelitian dibedakan menjadi: 
1. Variabel independen: sebagai variabel bebas, yaitu variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 
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2. Variabel dependen: sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan 
variabel yang dipengaruhi oleh variabel akibat, karena adanya variabel bebas. 
Variabel merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian,karena 
dengan variabel akan ditentukan teknik analisis data  digunakan.  
 
Dalam penelitian ini ada dua variabel yang diteliti, yaitu: 
Variabel merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian, karena 
dengan variabel akan ditentukan teknik analisis data yang digunakan. Dalam 
penelitian ini ada dua variabel yang diteliti, yaitu: 
a. Variabel bebas (X)  aparat desa 
b. Variabel terikat (Y)  kinerja pelayanan publik. 
 
C. Populasi dan Sampel  
1. Populasi Penelitian 
Dalam statistik, populasi adalah kumpulan data yang memiliki 
karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi, Inferensi statistik 
didasarkan pada dua konsep dasar, data penduduk secara keseluruhan, baik nyata 
atau imajinasi dan sampel, sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk 
membuat kesimpulan (pendekatan / penggambaran) dari populasi di mana ia 
berasal. Sampel dianggap mewakili populasi. Sampel diambil dari populasi tidak 
dapat digunakan untuk mewakili populasi lain. 
Menurut Margono (2008:24) “Populasi adalah semua data yang menjadi 
pusat perhatian para peneliti dalam lingkup dan waktu. Data terkait populasi. Jika 
ada orang yang memberikan data, ukuran atau populasi akan sama dengan jumlah 





objek, seluruh kelompok orang, atau peristiwa yang telah dirumuskan oleh para 
peneliti jelas”.  
 
Lanjutnya Nazir (2005:17) “populasi adalah kumpulan individu dengan 
kualitas dan karakter yang telah ditetapkan oleh peneliti. Karakteristik 
ataukualitas yang dinamakan sebagai variabel. Ia membagi penduduk menjadi 
dua populasi terbatas dan tidak terbatas”. 
Sedangkan Sugiyono (2005: 55) mendefinisikan “populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya”.  
Berdasarkan tiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi 
adalah keseluruhan subjek penelitian yang mempunyai karakteristik atau ciri-ciri 
yang sama          
Tabel 2.1     Jumlah Populasi 




































JUMLAH TOTAL 1241 
 
2. Sampel Penelitian 
 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Sugiono,(2005:56). Menurut Hadi (2000: 221) sampel adalah 
sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi. Nana Sudjana 
dan Ibrahim (2004:85) “menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi 
terjangkau yang memiliki sifat yang sama dengan populasi”. 
 Pendapat Suharsimi (2010:112) yang menyatakan bahwa untuk sekedar 
ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari seratus lebih baik diambil 
semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika 
subyeknya besar diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari 
populasi yang akan diteliti dan dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif sampling 
(pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Sampel bertujuan bermaksudkan 
untuk mencapai tujuan tertentu. tujan penelitian ini yaitu mengetahui tingkat 
kepatuhan aparat desa terhadap kinerja pelayanan publik di desa pedurungan 
 Penelitian ini menggunakan Sampel purposive karena lebih cocok untuk 
mengukur kondisi politik di suatu daerah, sehingga bisa digunakan untuk 
meneliti kepatuhan aparat desa terhadap kinerja pelayanan publik, dari jumlah 
populasi diatas maka sampel penelitian yang diteliti meliputi : 
 Jumlah aparat desa yang dijadikan sampel adalah 17 diambil seluruhnya 







D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam 
mengumpulkan data penelitian. Variasi metode penelitian adalah seperti 
observasi, angket, wawancara atau interview, dan dokumentasi (Suharsimi, 
2006:138) 
Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini maka metode 
yang digunakan adalah angket sebagai metode pengumpulan data yang pokok 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah: 
 
1. Angket  
Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk  
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 
atau hal-hal yang ia ketahui.(Suharsimi,2013:194) 
Penggunaan angket dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh 
informasi tentang Tingkat kepatuhan aparat desa tentang Kinerja pelayanan 
publik. 
 Adapun angket yang diberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang 
disertai alternatif jawabannya, sehingga responden tinggal memilih jawaban 
yang sesuai dengan keinginan dan keadaan dirinya. 
Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 1 sampai 
4, yaitu digunakan untuk  memperoleh data berupa skor dari variabel X 
tingkat kepatuhan aparat desa dari variabel Y Kinerja layanan publik. 



















Tidak Sesuai  








 Observasi merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan 
cara pengamatan secara langsung. 
 Menurut Sutisno Hadi dalam Sugiyono (2015:203) mengatakan 
observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 
dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting 
adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 
Dalam pelaksanaanya observasi di lakukan secara berencana maupun 
secara incidental. Observasi berencana dengan cara mempersiapkan secara 
sistematis, baik mengenai waktu, alat, jenis, kegiatan maupun aspek-aspek 
yang akan diobservasikan. sedangkan observasi insidental dilakukan 
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.  
Observasi yang dilakukan disini untuk memperoleh data tentang 







 Menurut Suharsimi (2013:274), Metode dokumentasi adalah mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,transkip, buku, surat 
kabar, majalah, prasasti, notulen, legger, agenda, dan sebagainya. Dan lebih 
lanjut Dokumentasi adalah pencarian data dengan cara menghimpun 
keterangan-keterangan yang diperoleh dari dokumen atau catatan tertentu. 
(Basukiyatno dan Yulianto 2010:690). 
 Dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi merupakan metode yang 
digunakan untuk mencari data-data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. 
Dokumen yang akan di cari dalam penelitian ini yaitu  dokumen catatan 
pelayanan desa, Data mengenai Aparat Desa , Foto Tentang pelayanan yang 
dilakukan Aparat Desa. 
 
 
E.   Instrumentasi Penelitian 
 Didalam penelitian maka dapat mempunyai kedudukan yang paling 
tinggi, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti, dan 
berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu benar tidaknya data, 
sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Sedangkan benar tidaknya 
data, tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Instrumen yang 
baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 
ValiditasValiditas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingat kevalidan 





 Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari 
variabel yang diteliti secara tepat. Untuk menentukan validitas dari suatu 
instrumen, maka digunakan rumus validitas item. 
 
  








rXY : Skor total butir dengan skor total 
    X adalah skor butir ganjil, Y adalah skor butir genap 
N : Jumlah Subjek  
 ∑x : Jumlah skor butir X 
 ∑y : Jumlah skor total Y 
 ∑xy : Jumlah perkalian antara skor butirdengan skor total XY 
 ∑x2 : Jumlah skor butir kuadrat X 
 ∑y2 : Jumlah skor total kuadrat  Y          
 (Suharsimi, 2013: 213)  
 Penelitian ini menggunakan taraf signifikan 5% Analisis butir dilakukan 
untuk mengetahui valid  atau tidaknya butir soal dalam instrumen yaitu dengan 
cara skor yang ada dalam butir soal dikorelasikan dengan skor total, kemudian 
dibandingkan pada taraf 5%.Apabila  r hitung  >  r tabel maka butir angket 
dinyatakan valid. Sebaliknya jika r hitung  <  r tabel  maka butir angket 
dinyatakan tidak valid. 
a. Reliabilitas 
Reliabilitas adalah menunjukan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 





instrument tersebut sudah baik (Suharsimi, 2013: 221). Rumus yang digunakan untuk 

























   = rxy yang disebutkan sebagai Spearman Brown antara dua belahan 
instrumen.                 
 Berdasarkan  perhitungan  akan didapat   reliabelitas  instrument      dari 
masing-masin butir angket. Jika r hitung< rtabel, maka  butir  angk  dinyatakan 
reliabeberdasarkan  kriteria Interpretasi Nilai r sebagai  berikut : 
            0,800 - 1,000 = Tinggi 
        0,600 – 0,800  = Cukup  
        0,400 – 0,600  = Sedang  
        0,200 – 0,0400    = Rendah 
        0,000 – 0,200 = Sangat Rendah 
(Suharsimi,2013:319) 
 
F.  Teknik Analisis Data 
 Tekhnik analisis data di hitung menggunakan aplikasi SPSS versi 17.0 







HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 
Hasil Penelitian dari pembahasan pada bab ini adalah data yang diperoleh dari 
lapangan , setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya 
diadakan penyusunan laporan hasil penelitian yang berupa penyaji dan analisis data. 
sebelum angket digunakan maka terlebih dahulu di uji cobakan untuk mengatur validitas 
dan reabilitas sebuah instrumen. 
Langkah yang dipersiapkan adalah  
1. Persiapan penelitian  
Persiapan dalam penelitian ini diantaranya : 
a. Menentukan judul penelitian  
b. Mengajukan judul penelitian pada dosen pembimbing dan meminta persetujuan 
judul kepada ketua program studi, selanjutnya peneliti menyusun proposal skripsi  
c. Mengajukan rekomendasi ijin penelitian kepada fakultas keguruuan dan ilmu 
pendidikan  Universitas Pancasakti Tegal sebagai dasar untuk mengadakan 
peneitian. 
1). Kantor balai desa Pedurungan kecamatan Taman Kabupaten pemalang 
untuk uji coba instrument dan melaksanakan penelitian. 
2.  Pelaksanaan uji coba  
A. Penyusunan instrument (Angket ) 
Instrumen  angket yang di uji cobakan berupa angket kuisioner jumlah 
keseluruhan item dalam angket sebanyak 36 butir soal yaitu 18 untuk aparat desa 






B. Penyebaran Angket 
1) Peneliti memberikan penjelasan pada responden tujuan pemberian angket 
2) memberikan contoh pengisian angket 
3) Menghimpun kembali Untuk proses analisis data 
C. Penelitian   
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 21Juni Tahun 2019, beberapa langkah 
dalam penelitan diantaranya meliputi : 
1) Peneliti memberikan penjelasan pada responden tujuan pemberian angket 
2) memberikan contoh pengisian angket 
3) Menghimpun kembali Untuk proses analisis data 
D. Uji validitas dab Reabilitas Instrumen  (Angket)  Tingkat kepatuhan aparat desa (X) 
dan Kinerja pelayanan publik (Y). 
Uji coba dilakukan terhadap Responden, Bertujan untuk menguji validitas 
dan reabilitas variabel bebas dan variabel terikat. Instrume dalam penelitian ini 
adalah berupa angket (kuisioner ). Jumlah item dalam variabel X (Tingkat 
kepatuhan aparat desa ) 
 Dan Variabel Y (Kinerja pelayanan publik).bejumlah 36 butir. Adapun 
jumlah responden ysng digunalkan untuk uji coba instrumen Sejumlah 15 orang 
aparat desa pedurungan dan 100 masyarakat desa pedurungan. 
Sebaran angket yang telah di bagikan kepada responden dan telah di isi 
sesuai dengan keadaan responden kemudian di skor sesuai dengan keadaan 
skoring angket pada bab sebelumnya. jumlah butir angket adalah 36 item. 
Adapaun uji validitas ini dengan rumus  Kuder –Richardson menggunakan 





aplikasi ini telah tersedia rumus-rumus penerapan statistiknya berikut adalah 
hasil validitas angket              
 Tabel  2.3 
Hasil uji coba tingkat kepatuhan aparat desa 
   
 
Tabel 2.4  





















B. Analisis Data 
Dari hasil penyebaran kuisioner, akhirnya penulis memperoleh sejumlah 
data yang di harapkan dapat memberikan data yang valid bagi penyelesaian 
terhadap permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian. pada bab 





penelitian ini adalah Tingkat kepatuhan aparatur desa tentang tata kerja 
pemerintahan desa terhadap kinerja pelayanan publik di desa pedurungan 
kecamatan taman kabupaten pemalang tahun 2019. 
Dalam hasil penelitian penulis akan menganalisa data yang di peroleh dari 
jawaban kuisioner masing-masing variabel, dengan kategori jawaban sebagai 
berikut : 
1. Jawaban huruf a diberi skor 4 ( sangat baik ) 
2. Jawaban huruf b diberi skor 3 ( baik) 
3. Jawaban huruf c diberi skor 2 (cukup baik) 
4. Jawaban huruf d diberi skor 1 (tidak baik) 
 
C. Pembahasan 
a. Deskripsi hasil jawaban responden 
Berikut ini adalah deskripsi  dari hasil responden  untuk  mengetahui 
variabel (X) tingkat kepatuhan aparat desa tiap-tiap itemnya yaitu : 
 
1. Kedudukan Kades 
Tabel  3.1 
Distribusi jawaban responden tentang Kedudukan kepala desa 
No Pernyataan Jawaban Responden (X) 
    Frekuensi Presentasi 
1 
Apakah kepala desa 
mampu memimpin 
aparatur desa untuk 
mengikuti aturan atau 
kebijakan yang dibuat?     











Berdasarkan data pada tabel 3.1 maka dapat diketahui ada 9 
Responden atau 60% menyatakan bahwa kepala desa mampu memimpin 
aparat desa untuk mengikuti aturan kebijakan yang dibuat, sedangkan 
yang menyatakan sering lebih sedikit yaitu ada 4 Responden atau 27% 
lalu yang menyatakan kaadang-kadang tidak ada sama sekali, adapun 
yang menyatakan kurang mampu hanya ada 2 Responden atau 13%. 
 
 Dari tabel diatas bahwa kepala desa terlihat mampu memimpin 
aparat desa untuk mengikuti aturan atau kebijakan yang di buat. 
Tabel  3.2 
Distribusi jawaban responden tentang Kedudukan kepala desa 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
2 
Apakah kepala desa 
mampu memberikan 
semangat kerja kepada 
aparat di desa?     
  a. selalu 8 53% 
  b. sering 7 47% 
  c. kadang-kadang 0 0% 
  d.Tidak 0 0% 
  Jumlah 15 100% 
 
  b.sering 4 27% 
  c. kadang-kadang 0 0% 
  d.tidak 2 13% 





Berdasarkan data pada tabel 3.2 maka dapat diketahui ada 8 
Responden atau 53% menyatakan bahwa kepala desa selalu memberikan 
semangat kerja kepada  aparat desa , sedangkan yang menyatakan sering 
lebih sedikit yaitu ada 7 Responden atau 47% lalu yang menyatakan 
kadang-kadang tidak ada sama sekali, adapun yang menyatakan kurang 
mampu juga tidak ada sama sekali. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa aparat desa selalu 
memberikan semangat kerja kepada aparat desa. 
2. Kedudukan sekertaris desa 
Tabel 3.3 








erdasarkan data pada tabel 3.3 maka dapat diketahui ada 7 Responden 
atau 47% menyatakan bahwa sekertaris desa selalu mampu mengatur 
agenda pemerintahan desa , sedangkan yang menyatakan sering lebih 
banyak yaitu ada 8 Responden atau 53% lalu yang menyatakan kadang-
kadang tidak ada sama sekali, adapun yang menyatakan kurang mampu 
juga tidak ada sama sekali. 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
3 
Apakah sekertaris desa 
mampu mengatur 
agenda pemerintahan 
desa?     
  a. selalu 7 47% 
  b. sering 8 53% 
  c. kadang-kadang 0 0% 
  d.Tidak 0 0% 





Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa sekertaris desa mampu  













asarkan data pada tabel 3.4 maka dapat diketahui ada 6 Responden atau 
40% menyatakan bahwa sekertaris desa selalu mampu melakukan 
penataan surat dengan baik , sedangkan yang menyatakan sering lebih 
banyak yaitu ada 7 Responden atau 53% lalu yang menyatakan kadang-
kadang ada 1 atau 7%, adapun yang menyatakan Tidak mampu  tidak ada 
sama sekali. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa sekertaris desa sering 





Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
4 
Apakah sekertaris desa 
mampu melakukan 
penataan surat dengan 
baik ?     
  a. selalu 6 40% 
  b. sering 8 53% 
  c. kadang-kadang 1 7% 
  d.Tidak 0 0% 





3. Kedudukan Kepala Urusan 
Tabel 3.5 








asarkan data pada tabel 3.5 maka dapat diketahui ada 4 Responden atau 
27% menyatakan bahwa  Kepala urusan selalu mampu menangani 
urusan bidangnya masing-masing , sedangkan yang menyatakan sering 
lebih banyak yaitu ada 7 Responden atau 47% lalu yang menyatakan 
kadang-kadang ada 4 responden atau 27%, adapun yang menyatakan 
tidak mampu tidak ada sama sekali. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa Kepala urusan lebih 




Distribusi jawaban responden tentang kedudukan kepala urusan 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
5 
Apakah kepala urusan 
mampu menangani 
urusan bidangnya 
masing-masing?     
  a. selalu 4 27% 
  b. sering 7 47% 
  c. kadang-kadang 4 27% 
  d.Tidak 0 0% 










masing      
  a. selalu 6 40% 
  b. sering 9 60% 
  c. kadang-kadang 0 0% 
  d.Tidak 0 0% 
  Jumlah 15 100% 
Berdasarkan data pada tabel 3.6 maka dapat diketahui ada 6 
Responden atau 40% menyatakan bahwa  Kepala urusan selalu  
merencanakan urusan bidangnya masing-masing, sedangkan yang 
menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 9 Responden atau 60% lalu 
yang menyatakan kadang-kadang tidak ada sama sekali, adapun yang 
menyatakan tidak mampu juga tidak ada sama sekali. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa Kepala urusan lebih 
sering atau mampu merencanakan anggaran bidangnya masing-masing. 
4. Pelayanan administrasi Kepala Desa  
 
Tabel 3.7 
Distribusi jawaban responden tentang Pelayanan Administrasi 
Kepala Desa 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
7 
Apakah kepala desa 
melakukan koreksi 
atau cek pekerjaan 
yang dilakukan oleh 
aparat desa ?     
  a. selalu 7 47% 
  b. sering 8 53% 
  c. kadang-kadang 0 0% 
  d.Tidak 0 0% 






Berdasarkan data pada tabel 3.7 maka dapat diketahui ada 7 
Responden atau 47% menyatakan bahwa  Kepala Desa selalu  
melakukan koreksi atau cek pekerjaan yang dilakukan oleh apatrat desa, 
sedangkan yang menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 8 Responden 
atau 53% lalu yang menyatakan kadang-kadang tidak ada sama sekali, 
adapun yang menyatakan tidak mampu juga tidak ada sama sekali. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa Kepala desa lebih sering 
melakukan koreksi atau cek pekerjaan yang dilakukan oleh aparat desa. 
Tabel 3.8 









asarkan data pada tabel 3.8 maka dapat diketahui ada  6 Responden atau 
40% menyatakan bahwa  Kepala Desa selalu  melakukan pengesahan 
aturan dengan baik, sedangkan yang menyatakan sering lebih sedikit yaitu 
ada 5 Responden atau 33% lalu yang menyatakan kadang-kadang ada 4 
responden atau 27%, adapun yang menyatakan tidak mampu tidak ada 
sama sekali. 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
8 
Apakah kepala desa 
melakukan pengesahan 
aturan dengan baik?     
  a. selalu 6 40% 
  b. sering 5 33% 
  c. kadang-kadang 4 27% 
  d.Tidak 0 0% 





Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa Kepala desa lebih sering 




5. Pelayanan Administrasi Sekdes 
 
Tabel 3.9 
Distribusi jawaban responden tentang Pelayanan Administrasi 
Sekdes 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
9 
Apakah sekertaris desa 
mampu menangani 
urusan bidangnya 
masing-masing?     
  a. selalu 7 47% 
  b. sering 6 40% 
  c. kadang-kadang 2 13% 
  d.Tidak 0 0% 
  Jumlah 15 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.9 maka dapat diketahui ada  7 
Responden atau 47% menyatakan bahwa  Sekertaris Desa selalu  
mampu menangani urusan bidangnya masing-masing, sedangkan yang 
menyatakan sering lebih sedikit yaitu ada 6 Responden atau 40% lalu 
yang menyatakan kadang-kadang ada 2 responden atau 13%, adapun yang 
menyatakan tidak mampu tidak ada sama sekali. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa Sekertaris desa mampu 








Distribusi jawaban responden tentang Pelayanan Administrasi 
Sekdes 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
10 




masing ?     
  a. selalu 6 40% 
  b. sering 9 60% 
  c. kadang-kadang 0 0% 
  d.Tidak 0 0% 
  Jumlah 15 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.10 maka dapat diketahui ada  6 
Responden atau 40% menyatakan bahwa  Sekertaris Desa selalu  
mampu merencanakan anggaran bidangnya masing-masing, sedangkan 
yang menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 9 Responden atau 60% 
lalu yang menyatakan kadang-kadang tidak ada sama sekali, adapun yang 
menyatakan tidak mampu juga tidak ada sama sekali. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa Sekertaris desa lebih 
sering mampu merencanakan anggaran bidangnya masing-masing. 
 









Distribusi jawaban responden tentang Pelayanan Administrasi 
Kepala Urusan 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
11 
Apakah kaur di desa 
telah mampu membuat 
atau menyusun 
dokumen penting yang 
berkaitan dengan 
tugasnya?     
  a. selalu 7 47% 
  b. sering 7 47% 
  c. kadang-kadang 1 7% 
  d.Tidak 0 0% 
  Jumlah 15 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.11 maka dapat diketahui ada  7 
Responden atau 47% menyatakan bahwa  kaur di desa selalu mampu 
membuat atau menyusun dokumen penting yang berkaitan dengan 
tugasnya, sedangkan yang menyatakan sering juga berada dikisaran angka 
yang sama yaitu 7 responden atau 47% lalu yang menyatakan kadang-
kadang ada 1 responden atau 7%, adapun yang menyatakan tidak mampu  
tidak ada sama sekali. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa kepala urusan telah 











Distribusi jawaban responden tentang Pelayanan Administrasi 
Kepala Urusan 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
12 
Apakah kepala urusan 
mampu mengelola 
penataan surat 
menyurat dengan baik?     
  a. selalu 5 33% 
  b. sering 5 33% 
  c. kadang-kadang 5 33% 
  d.Tidak 0 0% 
  Jumlah 15 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.12 maka dapat diketahui ada  5 
Responden atau 33% menyatakan bahwa  kepala urusan selalu 
mengelola penataan surat menyurat dengan baik , sedangkan yang 
menyatakan sering juga berada dikisaran angka yang sama yaitu 5 
responden atau 33% lalu yang menyatakan kadang-kadang pun sama 
yaitu 5 responden atau 33%, adapun yang menyatakan tidak mampu  
tidak ada sama sekali. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa kepala urusan selalu 











7. Pelaksanaan tugas kepala desa 
Tabel 3.13 
Distribusi jawaban responden tentang Pelaksanaan tugas kepala desa 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
13 





pada masyarakat?     
  a. selalu 7 47% 
  b. sering 7 47% 
  c. kadang-kadang 1 7% 
  d.Tidak 0 0% 
  Jumlah 15 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.13 maka dapat diketahui ada  7 
Responden atau 47% menyatakan bahwa  kepala desa selalu 
memberikan informasi tentang kemudahan pengurusan pertanahan pada 
masyarakat , sedangkan yang menyatakan sering juga berada dikisaran 
angka yang sama yaitu 7 responden atau 47% lalu yang menyatakan 
kadang-kadang ada 1 responden atau 7%, adapun yang menyatakan tidak 
mampu  tidak ada sama sekali. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa kepala desa selalu 











Distribusi jawaban responden tentang Pelaksanaan tugas kepala desa 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
14 
Apakah kepala desa 
hadir dan melakukan 
pembinaan ketertiban 
di organisasi 
masyarakat?     
  a. selalu 7 47% 
  b. sering 6 40% 
  c. kadang-kadang 1 7% 
  d.Tidak 1 7% 
  Jumlah 15 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.14 maka dapat diketahui ada  7 
Responden atau 47%  menyatakan bahwa kepala desa selalu hadir dan 
melakukan pembinaan ketertiban di organisasi masyarakat, sedangkan 
yang menyatakan sering lebih sedikit  yaitu ada 6 Responden atau 40% 
lalu yang menyatakan kadang-kadang ada 1 responden atau 1% , adapun 
yang menyatakan tidak mampu juga ada 1 responden atau 1%. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa kepala desa selalu hadir 
dan melakukan pembinaan ketertiban di organisasi masyarakat. 
 
8. Pelaksanaan tugas sekertaris desa 
Tabel 3.15 
Distribusi jawaban responden tentang Pelaksanaan tugas sekertaris desa 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
15 
Apakah sekertaris desa 
telah melakukan 
pencatatan bertambah 






  a. sudah 8 53% 
  b. sering 7 47% 
  c. kadang-kadang 0 0% 
  d.Tidak 0 0% 
  Jumlah 15 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.15 maka dapat diketahui ada  8 
Responden atau 53%  menyatakan bahwa Sekertaris desa sudah 
melakukan pencatatan bertaambah dan berkurangnya aset desa, 
sedangkan yang menyatakan sering lebih sedikit  yaitu ada 7 Responden 
atau 47% lalu yang menyatakan kadang-kadang tidak ada sama sekali , 
adapun yang menyatakan tidak juga tidak ada sama sekali. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa sekertaris desa sudah 
melakukan pencatatan bertambah dan berkurangnya aset desa. 
Tabel 3.16 
Distribusi jawaban responden tentang Pelaksanaan tugas 
sekertaris desa 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
16 
Apakah sekertaris desa 
telah melakukan 
pengadaan 
inventarisasi meja dan 
kursi di kantor balai 
desa?     
  a. selalu 10 67% 
  b. sering 4 27% 
  c. kadang-kadang 1 7% 
  d.Tidak 0 0% 






Berdasarkan data pada tabel 3.16 maka dapat diketahui ada  10 
Responden atau 67%  menyatakan bahwa Sekertaris desa selalu 
melakukan pengadaan inventarisasi meja dan kursi di kantor balai desa, 
sedangkan yang menyatakan sering lebih sedikit  yaitu ada 4 Responden 
atau 27% lalu yang menyatakan kadang-kadang ada 1 responden atau 7%  
adapun yang menyatakan tidak, sama sekali tidak ada. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa sekertaris desa selalu 
melakukan pengadaan inventarisasi meja dan kursi di kantor balai desa. 
 
9. Pelaksanaa tugas kepala urusan 
Tabel 3.17 
Distribusi jawaban responden tentang Pelaksanaan tugas kepala urusan 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
17 




seperti atk dan 
komputer balaidesa?     
  a. selalu 10 67% 
  b. sering 5 33% 
  c. kadang-kadang 0 0% 
  d.Tidak 0 0% 
  Jumlah 15 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.17 maka dapat diketahui ada  10 
Responden atau 67%  menyatakan bahwa Kepala urusan selalu 
melakukan urusan pengadaan sarana prasarana di desa seperti atk dan 
komputer balai desa, sedangkan yang menyatakan sering lebih sedikit  





tidak ada sama sekali, adapun yang menyatakan tidak,  juga sama sekali 
tidak ada. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa Kepala urusan selalu 
melakukan urusan pengadaan sarana prasarana di desa seperti atk dan 
komputer di balai desa. 
Tabel 3.18 
Distribusi jawaban responden tentang Pelaksanaan tugas kepala urusan 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (X) 
Frekuensi Presentasi 
18 
Apakah kepala urusan 
telah melakukan 
pencatatan agenda dan 
biaya perjalanan bagi 
kaur?     
  a. selalu 6 40% 
  b. sering 7 47% 
  c. kadang-kadang 2 13% 
  d.Tidak 0 0% 
  Jumlah 15 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.18  maka dapat diketahui ada  6 
Responden atau 40%  menyatakan bahwa Kepala urusan selalu 
melakukan pencatatan agenda dan biaya perjalanan bagi kaur, sedangkan 
yang menyatakan sering lebih banyak  yaitu ada 7 Responden atau 47% 
lalu yang menyatakan kadang-kadang ada 2 responden atau 13%, adapun 
yang menyatakan tidak,  sama sekali tidak ada. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa Kepala urusan selalu 


















































Menentukan rentang  27 
 
     
Menentukan banyaknya 
kelas 4.8811 5 
     
   
5.5315 6 






45 -  50 3 20% 
51  - 56 1 7% 
57  - 62 5 33% 
63  - 68 3 20% 
69  - 72 3 20% 
Jumlah 15  100% 
   
Berdasarkan jawaban responden variabel X di ambil dari 60 nilai rata-rata 
,nilai minimal berada pada 45 dan nilai max atau tertingginya 72  dan nilai yang 
sering muncul dari perhitungan yaitu 64  hal ini sudah menunjukan bahwa tingkat 
kepatuhan aparat desa cukup baik. 
 
b. Berikut ini adalah deskripsi jawaban dari hasil responden  untuk  mengetahui 










A. Keterbukaan  
Tabel 3.19 
Distribusi jawaban responden tentang keterbukaan  
No Pernyataan 




apakah aparatur di 
desa pedurngan telah 
memberikan informasi 
yang kaitanya dengan 
prosedur dalam 
pelayanan di kantor 
balaidesa?     
  a. selalu 50 50% 
  b.sering 45 45% 
  c. kadang-kadang 0 0% 
  d.tidak 5 5% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.19  maka dapat diketahui ada  50 
Responden atau 50%  menyatakan bahwa aparatur di desa pedurungan 
selalu memberikan informasi yang kaitanya dengan prosedur dalam 
pelayanan di kantor balaidesa, sedangkan yang menyatakan sering lebih 
sedkit  yaitu ada 45 Responden atau 45% lalu yang menyatakan jawaban 
kadang-kadang sama sekali tidak ada , adapun yang menyatakan tidak,  
ada 5 responden atau 5%. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa aparatur di desa 
pedurungan selalu memberikan informasi yang kaitanya dengan prosedur 
dalam pelayanan di kantor balaidesa. 
Tabel 3.20 
Distribusi jawaban responden tentang keterbukaan  
No Pernyataan 







Apakah anda di 
beritahukan berapa 
besaran biaya yang 
anda harus keluarkan 
ketika selesai 
mendapat pelayanan di 
balai desa?     
  a. selalu 50 50% 
  b.sering 43 43% 
  c. kadang-kadang 6 6% 
  d.tidak 1 1% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.20  maka dapat diketahui ada  50 
Responden atau 50%  menyatakan bahwa Masyarakat selalu di 
beritahukan berapa besaran biaya yang harus di keluarkan ketika selesai 
mendapat pelayanan di balai desa, sedangkan yang menyatakan sering 
lebih sedkit  yaitu ada 43 Responden atau 43% lalu yang menyatakan 
jawaban kadang-kadang yaitu ada 6 responden atau 6% , adapun yang 
menyatakan tidak yaitu berjumlah 1 responden atau 1%. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa Masyarakat selalu di 
beritahukan berapa besaran biaya yang harus di keluarkan ketika selesai 
mendapat pelayanan di balai desa. 
B. Kemudahan 
Tabel 3.21 
Distribusi jawaban responden tentang keterbukaan 
No Pernyataan 




apakah aparat didesa 
pedurungan melakukan 
proses pelayanan 
dengan cepat?     
  a. selalu 45 45% 





  c. kadang-kadang 0 0% 
  d.tidak 0 0% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.21 maka dapat diketahui ada 45 
Responden atau 45%  menyatakan bahwa menurut masyarakat aparat di 
desa pedurungan melakukan proses pelayanan dengan cepat, sedangkan 
yang menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 55 Responden atau 55% 
lalu yang menyatakan jawaban kadang-kadang tidak ada sama sekali, 
adapun yang menyatakan tidak,  juga sama sekali tidak ada. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa aparat di desa 
pedurungan lebih sering melakkukan proses pelayanan dengan cepat. 
Tabel 3.22 
Distribusi jawaban responden tentang keterbukaan 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (Y) 
Frekuensi Presentasi 
4 
Apakah kondisi jalan 
menuju kantor balai 
desa baik?     
  a. selalu 43 43% 
  b.sering 51 51% 
  c. kadang-kadang 4 4% 
  d.tidak 2 2% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.22 maka dapat diketahui ada 43 
Responden atau 43%  menyatakan bahwa menurut masyarakat kondisi 
jalan menuju kantor balai desa selalu dalam keadaan baik, sedangkan 
yang menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 51 Responden atau 51% 
lalu yang menyatakan jawaban kadang-kadang ada 4 responden atau 4%, 





Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa menurut masyarakat 
kondisi jalan menuju kantor balaidesa masih dalam keadaan baik . 
C. Kepastian 
Tabel 3.23 
Distribusi jawaban responden tentang kepastian 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (Y) 
Frekuensi Presentasi 
5 




pelayanan yang anda 
minta?     
  a. selalu 36 36% 
  b.sering 41 41% 
  c. kadang-kadang 23 23% 
  d.tidak 0 0% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.23 maka dapat diketahui ada 36 
Responden atau 36%  menyatakan bahwa menurut masyarakat aparat di 
desa selalu memberi informasi waktu tunggu terselesaikanya pelayanan 
yang di minta , sedangkan yang menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 
41 Responden atau 41% lalu yang menyatakan jawaban kadang-kadang 
ada 23 responden atau 23%, adapun yang menyatakan tidak yaitu tidak 
ada sama sekali. 
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa menurut masyarakat 
aparat di desa selalu memberi informasi waktu tunggu terselesaikanya 
pelayanan yang di minta. 
Tabel 3.24 






Jawaban Responden (Y) 
Frekuensi Presentasi 
6 
Apakah kantor balai 
desa tetap melayani 
anda di jam-jam kerja?     
  a. selalu 39 39% 
  b.sering 43 43% 
  c. kadang-kadang 18 18% 
  d.tidak 0 0% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.24 maka dapat diketahui ada 39 
Responden atau 39%  menyatakan bahwa menurut masyarakat kantor 
balai desa selalu melayani di jam-jam kerja, sedangkan yang menyatakan 
sering lebih banyak yaitu ada 43 Responden atau 43% lalu yang 
menyatakan jawaban kadang-kadang ada 18 responden atau 18%, adapun 
yang menyatakan tidak yaitu tidak ada sama sekali. 
Dari tabel diatas dapat di katakan bahwa menurut masyarakat 







Distribusi jawaban responden tentang keadilan 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (Y) 
Frekuensi Presentasi 
7 
Apakah aparat desa 
melayani masyarakat 
dengan sistem antri?     





  b.sering 45 45% 
  c. kadang-kadang 6 6% 
  d.tidak 2 2% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.25 maka dapat diketahui ada 37 
Responden atau 47%  menyatakan bahwa aparat desa selalu  melayani 
masyarakat dengan sistem antri, sedangkan yang menyatakan sering lebih 
sedikit yaitu ada 45 Responden atau 45% lalu yang menyatakan jawaban 
kadang-kadang ada 6 responden atau 2%, adapun yang menyatakan tidak 
yaitu ada 2 atau 2%. 
Dari tabel diatas dapat di katakan bahwa aparat desa selalu  





Distribusi jawaban responden tentang keadilan 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (Y) 
Frekuensi Presentasi 
8 
Apakah aparat desa 
melayani dengan 
perlakuan yang sama 
kepada anda?     
  a. selalu 40 40% 
  b.sering 38 38% 
  c. kadang-kadang 22 22% 
  d.tidak 0 0% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.26 maka dapat diketahui ada 40 





dengan perlakuan yang sama kepada semua masyarakat, sedangkan yang 
menyatakan sering lebih sedikit yaitu ada 38 Responden atau 38% lalu 
yang menyatakan jawaban kadang-kadang ada 22 responden atau 22%, 
adapun yang menyatakan tidak yaitu tidak ada sama sekali. 
Dari tabel diatas dapat di katakan bahwa aparat desa selalu  






Distribusi jawaban responden tentang profesionalisme 
No Pernyataan 




apakah aparat di desa 
pedurungan disiplin 
dan tangap dalam 
melakukan pelayanan 
kepada anda?     
  a. selalu 38 38% 
  b.sering 50 50% 
  c. kadang-kadang 12 12% 
  d.tidak 0 0% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.27  maka dapat diketahui ada 38 
Responden atau 38 %  menyatakan bahwa aparat desa  pedurungan selalu 
disiplin dan tanggap dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, 
sedangkan yang menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 50 Responden 





responden atau 12%, adapun yang menyatakan tidak yaitu tidak ada sama 
sekali. 
Dari tabel diatas dapat di katakan bahwa aparat desa pedurungan 




Distribusi jawaban responden tentang profesionalisme 
No Pernyataan 




apakah aparat desa 
sudah menggunakan 
bahasa yang santun 
ketika berkomunikasi?     
  a. selalu 40 40% 
  b.sering 54 54% 
  c. kadang-kadang 6 6% 
  d.tidak 0 0% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.28  maka dapat diketahui ada 40 
Responden atau 40%  menyatakan bahwa aparat desa selalu 
menggunakan bahasa yang santun ketika berkomunikasi, sedangkan yang 
menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 54 Responden atau 54% lalu 
yang menyatakan jawaban kadang-kadang ada 6 responden atau 6%, 
adapun yang menyatakan tidak yaitu tidak ada sama sekali. 
Dari tabel diatas dapat di katakan bahwa aparat desa tergolong 







F. Sarana dan fasilitas  
Tabel 3.29 
Distribusi jawaban responden tentang sarana dan fasilitas 
No Pernyataan 






komputer dan papan 
informasi yang mudah 
dilihat?     
  a. selalu 25 25% 
  b.sering 63 63% 
  c. kadang-kadang 0 0% 
  d.tidak 12 12% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.29  maka dapat diketahui ada 25 
Responden atau 25%  menyatakan bahwa kantor balaidesa selalu 
mempunyai komputer dan papan informasi yang mudah dilihat,  
sedangkan yang menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 63 Responden 
atau 63% lalu yang menyatakan jawaban kadang-kadang tidak ada sama 
sekali, adapun yang menyatakan tidak yaitu ada  12 responden atau 12%. 
Dari tabel diatas dapat di katakan bahwa kantor balai desa 




Distribusi jawaban responden tentang sarana dan fasilitas 
No Pernyataan 







Apakah kantor balai 
desa menyediakan 
sarana penunjang 
seperti wc atau 
parkiran?     
  a. selalu 38 38% 
  b.sering 39 39% 
  c. kadang-kadang 23 23% 
  d.tidak 0 0% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.30  maka dapat diketahui ada 38 
Responden atau 38%  menyatakan bahwa kantor balaidesa selalu 
menyediakan sarana penunjang seperti wc atau parkiran,  sedangkan yang 
menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 39 Responden atau 39% lalu 
yang menyatakan jawaban kadang-kadang yaitu dalam kisaran 23 
responden atau 23%, adapun yang menyatakan tidak yaitu tidak ada sama 
sekali 
Dari tabel diatas dapat di katakan bahwa masyarakat berpendapat 






Distribusi jawaban responden tentang Keamanan 
No Pernyataan 




apakah ada petugas 
keamanan/hansip yang 
berjaga di lingkungan 





  a. selalu 33 33% 
  b.sering 49 49% 
  c. kadang-kadang 18 18% 
  d.tidak 0 0% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.31  maka dapat diketahui ada 33 
Responden atau 33%  menyatakan bahwa ada petugas keamanan atau 
hansip yang berjaga di lingkungan kantor balaidesa,  sedangkan yang 
menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 49 Responden atau 49% lalu 
yang menyatakan jawaban kadang-kadang yaitu dalam kisaran 18 
responden atau 18%, adapun yang menyatakan tidak yaitu tidak ada sama 
sekali 
Dari tabel diatas dapat di katakan bahwa  sering terlihat adanya 





Distribusi jawaban responden tentang Keamanan 
No Pernyataan Jawaban Responden (Y) 
Frekuensi Presentasi 
14 Apakah tempat parkir 
kendaraan di balai desa 
aman? 
    
  a. selalu 35 35% 
  b.sering 41 41% 
  c. kadang-kadang 19 19% 





  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.32  maka dapat diketahui ada 35 
Responden atau 35%  menyatakan bahwa tempat parkir kendaraan dibalai 
desa selalu aman,  sedangkan yang menyatakan sering lebih banyak yaitu 
ada 41 Responden atau 41% lalu yang menyatakan jawaban kadang-
kadang yaitu dalam kisaran 19 responden atau 19%, adapun yang 
menyatakan tidak yaitu ada 5 responden atau 5%. 
Dari tabel diatas dapat di katakan bahwa  tempat parkir kendaraan 







Distribusi jawaban responden tentang Kompensasi 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (Y) 
Frekuensi Presentasi 
15 





dilakukan?     
  a. selalu 30 30% 
  b.sering 48 48% 
  c. kadang-kadang 15 15% 
  d.tidak 7 7% 






Berdasarkan data pada tabel 3.33  maka dapat diketahui ada 30 
Responden atau 30%  menyatakan bahwa aparat desa selalu melakukan 
evaluasi ketika terjadi kesalahan dalam pelayanan ang dilakukan, 
sedangkan yang menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 48 Responden 
atau 48% lalu yang menyatakan jawaban kadang-kadang yaitu dalam 
kisaran 15 responden atau 15%, adapun yang menyatakan tidak yaitu ada 
7 responden atau7%. 
Dari tabel diatas dapat di katakan  bahwa aparat desa tergolong 




Distribusi jawaban responden tentang Kompensasi 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (Y) 
Frekuensi Presentasi 
16 
Apakah aparat desa 
memberikan pelayanan 
dengan bagus sehingga 
anda merasa puas? 
  
 
a. selalu 34 34% 
 
b.sering 43 43% 
 
c. kadang-kadang 19 19% 
 
d.tidak 4 4% 
 
Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.34  maka dapat diketahui ada 34 
Responden atau 34%  menyatakan bahwa aparat desa selalu memberikan 
pelayanan dengan bagus sehingga masyarakat merasa puas, sedangkan 
yang menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 43 Responden atau 43% 





responden atau 19%, adapun yang menyatakan tidak yaitu ada 4 
responden atau 4%. 
Dari tabel diatas dapat di katakan  bahwa aparat desa tergolong 





I. Sistem penanganan keluhan 
Tabel 3.35 
Distribusi jawaban responden tentang sistem penanganan keluhan 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (Y) 
Frekuensi Presentasi 
17 
Apakah aparat desa 
menyediakan kotak 
saran untuk penunjang 
di kantor balai desa?     
  a. selalu 64 64% 
  b.sering 23 23% 
  c. kadang-kadang 11 11% 
  d.tidak 2 2% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.35  maka dapat diketahui ada 64 
Responden atau 64%  menyatakan bahwa aparat desa selalu menyediakan 
kotak saran untuk penunjang di kantor balai desa, sedangkan yang 
menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 23 Responden atau 23% lalu 
yang menyatakan jawaban kadang-kadang yaitu dalam kisaran 11 
responden atau 11%, adapun yang menyatakan tidak yaitu ada 2 





Dari tabel diatas dapat di katakan  bahwa aparat desa selalu 




Distribusi jawaban responden tentang sistem penanganan keluhan 
No Pernyataan 
Jawaban Responden (Y) 
Frekuensi Presentasi 
18 
Apakah aparat desa 
menanggapi atau 
memberika respon 
ketika adanya keluhan 
dari masyarakat?     
  a. selalu 26 26% 
  b.sering 49 49% 
  c. kadang-kadang 11 11% 
  d.tidak 14 14% 
  Jumlah 100 100% 
 
Berdasarkan data pada tabel 3.36  maka dapat diketahui ada 26 
Responden atau 26%  menyatakan bahwa aparat desa selalu menanggapi 
atau memberikan respon ketika adanya keluhan dari masyarakat, 
sedangkan yang menyatakan sering lebih banyak yaitu ada 49 Responden 
atau 49% lalu yang menyatakan jawaban kadang-kadang yaitu dalam 
kisaran 11 responden atau 11%, adapun yang menyatakan tidak yaitu ada 
14 responden atau 14%. 
Dari tabel diatas dapat di katakan  bahwa aparat desa selalu 




























































































































NILAI MAX 72 







Menentukan rentang  27 
  
      Menentukan banyaknya 
kelas 7.6000 8 
 
      menentukan panjang kelas 3.5526 4 
 







45    - 48 5 5% 
49 - 52 8 8% 
53 - 56 26 26% 
57 - 60 34 34% 





65 - 68 5 5% 
69 - 72 6 6% 
Jumlah 100 100% 
 
. Berdasarkan jawaban responden variabel Y diambil dari 57 nilai rata-
rata, nilai minimal berada pada 45 dan nilai max atau tertingginya 72  sedangkan 
nilai yang sering muncul pada perhitungan yaitu 58 sehingga dapat dikatakan 
bahwa  kinerja pelayanan publiknya cukup baik. 
 
C. Uji Hipotesis 
Analisa korelasi tata jenjang spearman (rank spearman)  digunakan untuk 
mengetahui korelasi antara Tingkat kepatuhan aparat desa terhadap kinerja 
pelayanan publik adalah: 
 
Correlations 






Sig. (2-tailed) . .000 




Sig. (2-tailed) .000 . 
N 15 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Berdasarkan perhitungan hasil analisis menggunakan SPSS menunjukan 
bahwa nilai Sig.< 0,05 artinya hipotesis nolnya (Ho) ditolak. dengan kata lain, 
ada hubungan antara tingkat kepatuhan aparat desa (X) Terhadap kinerja 










1. Berdasarkan jawaban responden variabel X di ambil dari 60 nilai rata-rata 
,nilai minimal berada pada 45 dan nilai max atau tertingginya 72  dan nilai 
yang sering muncul dari perhitungan yaitu 64  hal ini sudah menunjukan 
bahwa tingkat kepatuhan aparat desa cukup baik. 
2. Berdasarkan jawaban responden variabel Y diambil dari 57 nilai rata-rata, 
nilai minimal berada pada 45 dan nilai max atau tertingginya 72  sedangkan 
nilai yang sering muncul pada perhitungan yaitu 58 sehingga dapat dikatakan 
bahwa  kinerja pelayanan publiknya cukup baik. 
3. Berdasarkan perhitungan hasil analisis menggunakan SPSS menunjukan 
bahwa nilai Sig.< 0,05 artinya hipotesis nolnya (Ho) ditolak. dengan kata lain, 
ada hubungan antara tingkat kepatuhan aparat desa (X) Terhadap kinerja 
pelayanan publik (Y). 
 
B. Saran  
1. Tingkat kepatuhan aparat di desa pedurungan kecamatan taman kabupaten 
pemalang sudah cukup baik, tapi masih perlu adanya peningkatan pada 
keberangkatan dan pulang sesuai jam kerja yang masih kurang disiplin. 
2. Pada Pelayanan Publik perlu adanya peningkatan keterbukaan aparat desa tentang 







3. Kepala Desa untuk lebih intens lagi dalam mengawasi aparatur dibawahnya agar 
lebih patuh pada aturan yang ada di kantor balai desa dan memberikan perhatian 
pada sistem  pelayanan publik agar berjalan lebih lancar, serta mengurangi resiko 
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Judul Penelitian : Tingkat kepatuhan aparat desa tentang tata kelola pemerintahan desa 
terhadap kinerja pelayanan publikdi desa pedurungan kecamatan taman kabupaten 
pemalang 
VARIABEL X,  TINGKAT KEPATUHAN APARAT DESA 
INDIKATOR : 
A. KEDUDUKAN KADES 
1. Apakah kepala desa mampu memimpin aparatur  desa  untuk mengikuti aturan 
atau kebijakan yang di buat? 











B. KEDUDUKAN SEKERTARIS DESA 














C. KEDUDUKAN KEPALA URUSAN 











D. PELAYANAN ADMINISTRASI  KEPALA DESA 















E. PELAYANAN ADMINISTRASI SEKDES 












F. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPALA URUSAN 
11. apakah kaur di desa  telah mampu  membuat atau menyusun dokumen penting 

















G. PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA 
13. apakah kepala desa telah memberikan  informasi tentang kemudahan  pengurusan 





14. Apakah kepala desa hadir dan  melakukaan pembinaan ketertiban di organisasi 
masyarakat desa? 




H. PELAKSANAAN TUGAS SEKERTARIS DESA 
15. apakah sekertaris desa telah melakukan pencatatan bertambah dan berkurangnya 











16. Apakah sekertaris desa telah melakukan pengadaan inventarisasi meja dan kursi di 





I. PELAKSANAAN TUGAS KEPALA URUSAN  
17. apakah kepala urusan melakukan urusan pengadaan sarana prasarana didesa 





18. apakah kepala urusan telah melakukan pencatatan agenda dan biaya perjalanan 












VARIABEL Y, KINERJA PELAYANAN PUBLIK 
INDIKATOR : 
A. KETERBUKAAN 
1. Menurut saudara apakah aparatur di desa pedurungan telah memberikan informasi 
yang kaitanya  dengan prosedur dalam pelayanan di kantor balai desa? 
a. Sudah 
b. kadang-kadang 
c. Belum  
d. Tidak 
2. Apakah anda di beritahukan berapa besaran biaya  yang anda harus keluarkan 
ketika selesai mendapat pelayanan di balai desa ? 





3. Menurut saudara apakah aparat di desa pedurungan melakukan  proses pelayanan 
dengan cepat? 













C. KEPASTIAN  
5. apakah aparat didesa telah memberi informasi  waktu tunggu terselesaikanya 
pelayanan yang anda minta? 















7. Apakah aparat desa melayani masyarakat dengan sistem antri? 






c. Belum  
d. Tidak 






9. Menurut saudara, apakah Aparat di desa pedurungan disiplin dan  tanggap dalam 
melakukan pelayanan kepada anda? 




10. Menurut saudara, Apakah aparat desa sudah menggunakan bahasa yang santun 






F. SARANA DAN FASILITAS 
11. Menurut saudara apakah kantor balai desa mempunyai Komputer dan papan 









12. Apakah kantor balai desa menyediakan sarana penunjang seperti wc atau 
parkiran? 





13. Menurut saudara,, apakah ada petugas keamanan/hansip  yang berjaga di 
lingkungan kantor balai desa? 





14. Apakah tempat parkir kendaraan di kantor balai desa aman ? 









15. Apakah aparatur desa melakukan evaluasi ketika terjadi kesalahan dalam 





16. Apakah aparat desa memberikan pelayanan dengan bagus sehingga anda merasa 
puas? 








I. SISTEM PENANGANAN KELUHAN 










































1. Berangkat dan pulang 
sesuai jam kerja 
    
 
2. Mengisi buku absensi 
keberangkatan dan 
kepulangan 
    
 
3. Kepala desa melakukan 
koreksi atau cek 
pekerjaan yang di 
lakukan oleh aparat di 
bawahnya 
    
 
4. Sekertaris desa  
mengatur surat keluar 
masuk di kantor balai 







5. Kepala urusan 
menangani administrasi 
aset desa 
    
 
6. Penyediaan kompoter di 
kantor balai desa untuk 
penunjang pekerjaan 
    
 
7. penyediaan ruang 
tunggu yang baik untuk 






1. Keterbukaan aparat 
desa tentanginformasi 
prosedur pelayanan  
di balai desa 
    
 
2. Aparat desamelakukan 
proses pelayanan 
dengan cepat 















    
 
4. Aparat desa melayani 
masyarakat dengan 
sistem antri 
    
 
5. Aparat desa disipilin 
dan tanggap dalam 
melakukan pelayanan   
    
 
6. kantor balai desa 
mempunyai komputer 
sebagai penunjang 
pekerjaan dan papan 
informasi yang mudah 




















1. Data absensi aparat 
desa 
   
 
2. Peraturan tertulis di 
kantor balai desa 
    
3. Data pembangunan 
infrastruktur di desa 
   
 
4. Data administrasi surat 
menyurat 
   
 
5. Data pelayanan umum     
6. Data peyediaan sarana 
prasaran perdesaan 
   
 
7. Foto Kepala desa saat 
melakukan pembinaan    
 
di lihat 
7. Terdapat petugas 
keamanan yang berjaga 
di kantor balai desa dan 
tempat parkir kendaraan 
yang aman 
    
 
8. Aparat desa melakukan 
evaluasi ketika terjadi 
kesalahan dalam 
melakukan pelayanan 
    
 
9. Tersedianya kotak saran 
untuk pengunjung 
dibalai desa 

















   
 
 1. Peraturan tertulis/tata 
tertib di kantor balai 
desa 
   
 
2. Foto fasilitas/barang  
di kantor balai desa 
    
3. Foto fasilitas 
penunjang di kantor 
balai desa 
   
 
4. Foto tempat parkir 
kendaraan di kantor 
balai desa 
   
 
5. Foto kotak saran yang 
tersedia untuk 
pengunjung  








































1. Berangkat dan pulang 
sesuai jam kerja 
     
 
2. Mengisi buku absensi 
keberangkatan dan 
kepulangan 
     
 
3. Kepala desa melakukan 
koreksi atau cek 
pekerjaan yang di 
lakukan oleh aparat di 
bawahnya 
     
 
4. Sekertaris desa  
mengatur surat keluar 
masuk di kantor balai 
desa 
     
 
5. Kepala urusan 
menangani administrasi 
aset desa 
     
 
6. Penyediaan kompoter di 
kantor balai desa untuk 
penunjang pekerjaan 






7. penyediaan ruang 
tunggu yang baik untuk 






1. Keterbukaan aparat 
desa tentang informasi 
prosedur pelayanan  
di balai desa 
     
 
2. Aparat desa melakukan 
proses pelayanan 
dengan cepat 
     
 






     
 
4. Aparat desa melayani 
masyarakat dengan 
sistem antri 
     
 
5. Aparat desa disipilin 
dan tanggap dalam 
melakukan pelayanan   
     
 
6. kantor balai desa 
mempunyai komputer 
sebagai penunjang 
pekerjaan dan papan 
informasi yang mudah 
di lihat 
     
 
7. Terdapat petugas 
keamanan yang berjaga 
di kantor balai desa dan 
tempat parkir kendaraan 
yang aman 
     
 
8. Aparat desa melakukan 
evaluasi ketika terjadi 
kesalahan dalam 
melakukan pelayanan 
































1. Data absensi aparat 
desa 
    
 
2. Peraturan tertulis di 
kantor balai desa 
    
 
3. Data pembangunan 
infrastruktur di desa 
     
4. Data administrasi 
surat menyurat 
    
 
5. Data pelayanan umum      
6. Data peyediaan sarana 
prasaran perdesaan 
    
 




    
 




    
 
Kinerja      
9. Tersedianya kotak saran 
untuk pengunjung 
dibalai desa 








 1. Peraturan tertulis/tata 
tertib di kantor balai 
desa 
   
  
2. Foto fasilitas/barang  
di kantor balai desa 
    
 
3. Foto fasilitas 
penunjang di kantor 
balai desa 
    
 
4. Foto tempat parkir 
kendaraan di kantor 
balai desa 
    
 
5. Foto kotak saran yang 
tersedia untuk 
pengunjung  






















Foto  1 kepala desa saat melakukan  pembinaan 
    foto 1 
 
 Foto 2 aparat desa saat melakukan pelayanan 
     foto 2 
 
 
  Foto 3 fasilitas barang di kantor balai desa 







Foto 4 tempat parkir kendaraan di kantor balai desa 
    foto 4 
 
Rekapitulasi  jawaban 
TINGKAT KEPATUHAN APARAT DESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KINERJA PELAYANAN PUBLIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
